
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 10 TAHUN 2OOO

PERATTJRAI\{ DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT tr PEMALANG
NOMOR 10 TAH{JN T999

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

DBNGAN RAI{I\{AT'T{JI{AIY YANG MAIIA ESA

BUPATI KEFAI,A DAERAII TINGKAT II PEMALAI.{G

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri

Dalarn Negeri Ncmor 119 Tahun 1998 tentang Ituang

I-ingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan

Daerah Tingkat II, rnaka Retribusi Pelayanan Perszunpahar/

Kebersihan merupakan jenis retribusi Daerah'tingkat li ;

b. bahwauntuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud

pada huruf a, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : l. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pem-

bentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor

32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

2. Undang-undang Nomor 49 Prp Thhun 1960 tentang Panitia

Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik
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4.

5 .

6 .

7 .

8.

2

Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2104) ;

Undang-undang Nomor 8 Tahun l98l tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

l98l Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3209) ;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajakv

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelola-

an Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik In-

donesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indo-

nesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3839) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang -

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indo-

nesia Tahun l98l Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3258) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara

Republ ik . . . . . . . . . . . .  (3)
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Republik Indonesia Nomor 3692) ;

9. Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor 84 Tahun 1993

tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah

Perubahan ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997

tentang Pedoman Tata Cara ?emungutan Retribusi

Daerah ;

I I . Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997

tentang Tata Cara Pemeriksaan di'Bidang Retribusi

Daerah ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 l9 Tahun 1998

tentang Ruang lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah

Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang

Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri

Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat

II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat

II Pemalang Tahun 1987 Nomor l4).

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pernalang

Nomor l3 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan

dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Pemalang Tahun 1993 Nomor 13).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat II Pemalang.

MEMUTUSKAN . . . . . . . . . . . . . . . .  (4)
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MEMUTUSKAN

MenctapKan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PEMALANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PER-
SAMPAHAN / KEBERSIHAN.

,  BAB I

KETENTUAN UMUM J

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah

Tingkat II Pemalang ;

c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah

Tingkat II Pemalang ;

d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang

Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku ;

;"fi:l:, #3ffitrlililTffi .fff ,ff:"",ffi -
berasal dari lingkungan di Desa/Kelurahan sebelum

diangkat ke TPA ;

f. Tempat Penampungan Akhir, yang selanjutnya disingkat
TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan
memusnahkan sampah ;

g .  Sampah  . . . . . . . . . . . . . . .  ( 5 )
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5

Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah
padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan
yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, logam

dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak ter-

masuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah

berbahaya ;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lain-

nya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama

dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma,

kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis.

lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk

badan usaha lainnya ;

Retribusi Jasa tlmum adalah retribusi atas jasa yang

disediakan atau r]iberikan oleh Pemenintah Daerah unir.rk

tujuan kepentingan dan kemanfaatan nmum serta dapa'

dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, yang

selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa

pelayanan pcrsampahan/kebersihan yang khusus disedia

kan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untull

kepentingan orang pribadi atau badan ;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang

menurut peraturan perundang-undangan Retribusi

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi

termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;

j

k.

l .  Su ra t  . . . . . . . . . . . . . . .  ( 6 )

     http://jdih.pemalangkab.go.id/     http://jdih.pemalangkab.go.id/



l .

r.

m .

n.

p-

q .

6

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang sclanjutnya

disingkat SPTRD adalah suratyang digunakan oleh Wajib

Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran

retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya

disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan

besarnya jumlah retribusi yang terutang ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Thmbahan,
yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat
keputusan yang menentukan tarnbahan atas jumlah retribusi
yang telah ditetapkan ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang

selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan
yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi
karenajumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi
yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi
dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, SKRDKBT, SKRDLB yang diajukan oleh
Wajib Retribusi ;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan unluk nrencari,
mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan

l a i n n y a  .  . . . . . . . . .  ( 7 )
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lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan

kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan per-

undang-undangan Retribusi Daerah ;

s. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah

adiah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik,

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan

bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi

Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;

BAB trI

NAMA. OBVBI( DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal  i

Dengan narna Retribusi Pelayanan Persan'rpahan / Kebersihan dipungut retribusi

atas setiap pelayanan persampahan / kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah

Daerah.

Pasal 3

(l) Obyek Retribusi meliPuti :

^. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPA

atau ;
b. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS"ke TPA ;

c. Penyediaan TPA ;
d. Pengolahan dan atau pemusnahan sampah di TPA'

(2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah :

a .  Pelayanan . . . . . . . . . . . ' . . .  (8)
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a. Pelayanan kebersihan jalan umum ;
b. Pelayanan kebersihan taman dan ruangan tempat umum.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi.

BAB III -

GOLONGAN RT,TRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi

Jasa Umum.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 6

(l) Dilarang membakar sampah di pekarangan/halaman atau tempaVtempat

yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau mengganggu lingkungan

tanpa izin Bupati Kepala Daerah.

(2) Dilarang membuang sampah di luar tempat-tempat yang telah ditentukan/ v

disediakan.

(3) Dilarang membuang sisa-sisa bangunan dan atau sampah yang berbahaya

di dalam tempat sampah

(4) Dilarang membuang batang, dahan dan ranting pohon dalam jumlah

yang besar ke dalam tempat sampah, sehingga melebihi kapasitas tempat

sampah tersebut.

(5)  Di larans . . . . . . . . . . . . . . .  (9)
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(5) Dilarang membuang hasil pengurasan tinja di sembarang tempat, selain

tempat yang telah ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis bangunan dan atau

volume sampah.

(Z) Jenis sampah sebagaimana dimaksud ayat lPasal ini adalah sampah organik

dan non organik, berbahaya dan tidak berbahaya.

(3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud

dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas

lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.

BAB VI

, PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTTJR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8 
.

( I ) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi

dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan

dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini:mtara lain liaya pengumpul-

an, pengangkutan dan pengolahan sampah dan atau pemusnahan sampah

termasuk sewa lokasi TPA.

BAB vrr  . . . . . . . . . . . . . .  (10)
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BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

(l) Struktur tarif didasarkan pada jenis, tingkat pelayanan yang diberikan

dan kemampuan masyarakat.

(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut : a

a. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan atau pemusnahan sampah

rumah tangga di perkotaan maupun pedesaan :

1. Persil terletak di Jalan Protokol dan Arteri Rp.3.500/bulan;

2. Persil terletak di Jalan Kolektor dan antar lingkungan Rp. 2.000/

bulan ;
3. Persil terletak di Jalan Lokal dan Setapak KampungiDesa/Pedesaan

Rp. 500/bulan.

b. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan atau pemusnahan sampah

niaga di perkotaan maupun pedesaan :

l. Persil terletak di Jalan Protokol dan Arteri Rp. 7.500/bulan;

2. Persil terletak di Jalan Kolektor dan antar lingkungan Rp. 5.000/

bulan ;
3. Persil terletak di Jalan Lokal dan Setapak Kampung/Desa/Pedesaan

Rp.2.500/bulan. 
r r '

c. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan atau pemusnahan sampah
di tempat pendidikan dan perkantoran negeri/swasta :

l. Persil terletak di Jalan Protokol dan Arteri Rp.7.500/bulan;

2. Persil terletak di Jalan Kolektor dan antar lingkungan Rp. 5.000/
bulan ;

3 .  Pe rs i l  . . . . . . . . . . . . . .  ( l l )
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3. Persil terletak di Jalan Lokal dan Setapak KampunglDesa./Pedesaan

Rp. 2.500/bulan.

d. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan atau pemusnahan sampah

perdagangan, di pusat pertokoan, swalayan, rumah makan :

l. Persil t'erletak di Jalan Protokol dan Arteri Rp.25.000/bulan;

2. Persil terletak di Jalan Kolektor dan antar lingkungan Rp. 10.000/

,e bulan ;
3. Persil terletak di Jatan Lokal dan Setapak Karnpung/Desa./Pedesaan

Rp. 5.000/bulan.

e. Pengambilan, pengangkutarq pengolahan dan atau pemusnahan sampah

industri di rumah sakit, hotel, pabrik :

1. Persil terletak di.Ialan Protokol dan Arteri Rp.75.000/bulan;

2. Persil terletak di Jalarr Kolektdr dan antar lingkungan Rp. 50.000/

bulan ;
3. Persil terletak di Jalan i-okal dan Setapak KampunglDesa/Pedesaan

RP. 25.000/bulan.

f. Pengalrbilan, pengajrgkutan, pengolahan dan atau pernusnahan sampalr

pada komplek perumahatr tertata : Rp. 1.000/bulan.

g. Pengunjung tempat wisata Rp' 100/orang

.r, h. Penggunaan sendiri atau membuang sendiri ke TPA oleh orang pribadi

atau badan diPungut RP. 2.500/mr

i. Lingkungan pasar'dan atau terminal :

l. Setiap pedagang/bakul dan atau usaha jasa yfig menggunakan

tempat berjualan di lingkungan Pasar dikenakan retribusi sebagai

berikut :

a) Pasar kelas I :

l )  Kios . . . . . . . . . . . . .  (12)
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I ) Kios sebesar Rp. 200,-/hari :
Z) Didalam Los sebesar Rp. I50,_/hari ;3) Di pelataran sebesar Rp. 100,_/hari.

b) pasar kelas II :
l) Kios sebesar Rp. 150,_/hari :
2) Didalam Los sebesar Rp. 100,-/hari ;3) Di pelataran sebesar Rp. 75,_/hari.

c) Pasar kelas III / pasar Desa Binaan : 
a

l) Kios sebesar Rp. 100,_/hari ;
2) Didalam Los setresar Rp. 75,_/hari ;3) Di pelataran sebesar Rf. 50,-/hari.

d) pasar Hewan :
1) Ternak besar tiap ekor sebesar Rp. 200,-/hari ;2) Ternak Kecil tiap ekor sebesar Rp. t OO,_/hari.

2' setiap pedagang/bakur dan atau usaha jasa yang menggunakantempat beduaran di ringkungan rernrinarzsub terriinar dikenakanretribusi sebagai berikut :
a. Terminal :

l) Kios sebesar Rp. 200,_/hari:
2) Di pelataran toko sebesar Rp. 1O0,r/hari.

b. Sub Terminal : ?
l) Kios sebesar Rp. 200,_/hari ;
2) Di pelataran toko sebesar Rp. 100,_lhari.

3 ' Setiap orang yang menggunakan kamar mandi/wc di ringkunganpasar dan atau terminar dikenakan retribusi sebagai berikut :

a )  Buang  . . . . . . . . . . . . .  ( 13 )
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a) Buang air kecil, sebesar Rp. 100,- ;
b) Buang air besar dan atau mandi sebesar Rp. 200,-

4. Kendaraan penumpang umum yang masuk terminal/Sub terminal

dikenakan retribusi sebagai berikut :

a) Bus sebesar Rp. 200,- sekali/hari ;
b) Microbus sebesar Rp. 150,- sekaliihari ;
c) Angkutan Kota/Pedesaan sebesar Rp. 100,- sekali/hari.

BAB VITI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal l0

ltetribusi yang terutang dipungut di wilayali Daerah.

BAB IX

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.

BAB X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

(l) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.

(2) SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (l) Pasal ini harus diisi dengan

je las  . . . . . . . . . . . .  ( 14 )
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jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau

kuasanya.

(3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian SPTRD sebagaimana

dimaksud ayat (l) Pasal ini diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

(1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud Pasal l2 ayat (1) Peraturan

Daerah ini ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan

atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan
jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

(31 Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (l) Pasal ini dan SKRDKBT

sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diatur oleh Bupati Kepala

f)aerah.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

(l) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan

(3)  Pemungutan . . . . . . . . . . . . . . .  ( l  5)

     http://jdih.pemalangkab.go.id/     http://jdih.pemalangkab.go.id/



l 5

(3) Pemungutan Retribusi dilaksdnakan oleh petugas yang ditunjuk oleh
Bupati Kepala Daerah.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 o/o (dua
perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan
ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

TATA CARA PETTBAYARAN

Pasal 16

(l) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk masa
I (satu) bulan.

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur
dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB XV

TA'TA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

(l) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai
awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah

7 ( tu juh)  . . . . . . . . . . . . .  (16)
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7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2\ Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan

/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya
yang terutang.

(3) Surat Teguran / peringatan lsurat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud

ayat (l) Pasal ini dibuat oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI

KEBERATAN

Pasal 18

(l) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Kepala
daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi,
Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan
retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama2 (dua) bulan
sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT
dan SKRDLB diterbitkan kecuali Wajib Retribusi tertentu dapat
menunj ukkan bahwa j an gka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan
di luar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat

(2 )  dan  (3 )  . . . . . . . . . . . . . . .  ( 17 )
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(2) dan (3) Pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga
tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

(l) Bupati Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas
keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi
yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (l) Pasal ini telah
lewat dan Bupati Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan,
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

(l ) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati Kepala Daerah.

(2) Bupati Kepala Daerah dalam jangka waktu paling larha 6 (enam) bulan

sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retr ibusi
sebagaimana dimaksud ayat (l) Pasal ini, harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, telah

d i l ampau i  . . . . . . . . . . . . . . .  ( 18 )
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dilampaui dan Bupati Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan
SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama I (satu;
bulan.

(4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran retrib'usi sebagaimana dimaksud ayat (l) Pasal ini langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
ayat (l) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah
lewat jangka r.vaktu 2 (dua) bulan Bupati Kepala Daerah memberikan
imbalan bunga sebesar 2 Yo (dua perseratus) sebulan atas keterlarnbatan
pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

( I ) Peunohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara
tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya
menyebnil<an :
a. nama dan alamat Wajib Retribusi ,
b. besarnya kelebihan pembayaran ;
c. alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan
secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat
merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati Kepala Daerah.

Pdsa f  22  . . . . . . . . . . . . .  ( 19 )
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Pasal 22

(l) Pengembalian kelebihan retr ibusi di lakukan dengan nrenerbitkan Surat

Perintah Membayar Kelebihan Retribusi'

(2) Apabila kelebihan pernbayaran retribusi diperhitungkan dengan utang

retribusi lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah

ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti

pemindahbukuanjugaberlakusebagaibuktipembayaran'

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN

DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

(1)Bupat iKepalaDaerahi lapatmember ikanpengurangan'ker inganandan

pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana

dimaksud ayat (l) Pasal ini, diberikan dengan memperhatikan kenrampuan

Wajib Retribusi.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan

oleh BuPati KePala Daerah'

BAB XIX

KADALUWARSA PENAGTIIAN

Pasal 24

( I ) Flak untuk melakukan penagihan retribusi, kadalurvarsa setelah ntclanrpaui

i angka  . . . . . . . . . . . . . . .  ( 20 )
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jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi,

kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang

Retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (l) Pasal

ini tertangguh apabila :

a. diterbitkan Surat Teguran, atau ;

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung

maupun tidak langsung.

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur

oleh Bupati Kepala Daerah-

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Fasal 25

( I ) U/ajib Retribusi yang tid.ak melaksanakan kewaiibanllya sehingca merugi-

kan Keuangan Daerah diancallr pidana k.urungan paling lama 6 (":nam)

bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang

terutang.

(2) Balangsiapa karenn kcialainnn;va rnelanggar Pasal 6 Peraturan f)aei;rli

ini. diancanr piciana kurungatr paling lama tiga (3) bulan atau denda

sebanyak-banyaknya Rp.500.000"- ( l ima ratus r ibu rupiah) atau sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku'

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (l) Can (2) Pasal ini adalah

pelanggaran.

BAB xxr  . . . . . . . . . . . . . . .  (21)
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Q)

2 l

BAB XXI

PENYID IKAN

Pasal 26

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 8 tahun l98l tentang Hukum Acara Pidana.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (l) Pasal ini adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan pidana di bidang Retribusi Daerah ;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorrtng meninggalkan ruang:ul
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

ident i tas . . . . . . . . . . . . . . .  (22)
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identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud
huruf e ;

h' memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi
Daerah ;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi ;

i. menghentikan penyidikan ;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggungi awabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (l) Pasal ini memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun lggr tentang Hukum Acara pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  27

Hal-hal yang belum diatu dararn peraturan Daerah ini, akan diatur lebih
lanjut oleh Bupati Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan Daerah Kabupaten
Daerah T'ingkat II Pemalang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Retribusi Kebersihan
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II pemalang Tahun 1995

Nomor 4 . . . . . . . . . . . . . .  (23')
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Nomor 4 Seri B Nomor 3), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

t Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang

pada tanggal I Juli 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATENDAERAHTINGKATII P E M A L A N G

PEMALANG
Ketua.

cap. Cap.

ttd. ttd.

II. TARMUDJI DTs. H. MUNIR

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 25 Maret 2000

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

cap.

ttd.

Drs. H. MOELJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2OOO NOMOR IO
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGAT II PEMALANG
NOMOR 10 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PBRSAMPAHAN / KEBERSIHAN

L PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor l8 Tahun
1997,tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan Daerah
Kabupaten Daerah ringkat [I Pemalang Nomor 9 Tarrun 1995 tentang
Retribusi Daerah Kebersihan, yang didasarkan undang-unciang Nomor
12 lDrt Thhun 1957 tentang Peraturan ijmum Retribusi Daerah, dinyatakan
tidak berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan peraturan Daerah.

II. FE}.IJELASAN PASAI, DEN4I PASAL

l 'asal 1 sampai 1l

Pasal l2 ayat ( l)

Pasal 12 s/d 13

Pasal I 4 ayat (l) dan (2)

Pasal 14 ayat (3)

Cukup jelas.

Bagi Wajib Retribusi yang mengguna-
kan SKRD.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Yang dimaksud petugas disini adalah
Kepala DKP dan atau Kepala Dipenda
Kabupaten Daerah Tingkat II
Pemalang.

Cukup jelas.Pasal l5 s/d 29
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